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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang : a
b.
Mengingat L
2

Ll

NOMOR 7 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun
2002 tentang Retribusi Rumah Potong lHewan, sccara substansi telah
=

bertentangan dengan Undang-undang Nomor 34 ‘Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2001 tentang Retribusi Daerah, sehingga perlu dicabut dan dinvatakan tidak
berlaku lagi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang

Pencabutan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209):

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol. Kabupaten Morowali. dan Kabupaten
Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900).
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966):
Undang-undang Republik  [ndonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik




Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 36835);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1| Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang |
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389):

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844 ):

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(PT) (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2007 Nomor

106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan

dan Pengawasan Penyvelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593):

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan

Pemerintahan  Antara Pemerintah. Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83. Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);




13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan

Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TENTANG  PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 7 TAHUN 2002

TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 Oktober 2009
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